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(E)  Isi Abstrak:  

Perjanjian adalah dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 
Perjanjian kerjasama yang dimaksud ialah adanya hak dan kewajiban yang 
sifatnya timbal balik antara keduanya, dimana hak dan kewajiban tersebut 
harus dibuatkannya suatu perjanjian yang dilakukan terlebih dahulu dalam 
suatu perikatan yang mengikat oleh para pihak yang saling berjanji.  Dalam 
hal ini para pihak yang melakukan perjanjian ini harus melakukan hak dan 
kewajibannya yaitu pihak penggugat mensuplai barang ke para tergugat untuk 
di jual oleh mereka dan mendapatkan keuntungan untuk bersama. Dalam hal 
bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian? permasalahan 
tersebut tergugat mulai tidak melakukan kewajibannya untuk membagi hasil 
keuntungan pada bulan Agustus oleh karena itu pihak tergugat melakukan 
Wanprestasi, dimana wanprestasi adalah para pihak tidak melaksanakan 
kewajibannya sesuai dengan isi yang ada didalam perjanjian yang telah 
dibuat oleh para pihak yang telah mengikat. Metode ini dengan adanya 
pendekatan kasus seacara yuridis normatif dari tipe penelitiannya dan data 
skunder.  Dalam hal tersebut adanya ketidak seimbangan dalam hal hak dan 
kewajiban para pihak yang dimana diatur dalam asas keseimbangan asas ini 
menghendaki agar kedua belah pihak dapat memenuhi dan melaksanakan 
perjanjian yang disepakati. Oleh karena itu dalam hal ini asas tersebut sangat 
penting untuk keseimbangan dalam hal hak dan kewajiban para pihak yang 
membuat perjanjian tersebut. Dari wanprestasi itu dapat menimbulkan adanya 
ketidak seimbangan didalam perjanjian. Dalam perjanjian harus adanya 
keseimbangan antara para pihak tersebut karena jika tidak adanya 
keseimbangan didalamnya maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau 
perjanjian tersebut tidak dapat dikatakan sebuah perjanjian. Jadi, asas 
keseimbangan harus diperhatikan jika ada atau tidak adanya suatu sengketa 
dalam perjanjian.  
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